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4. Undang-Undang Nomor ,24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi 
clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi 
clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456); 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3298); 

Mengingat 

- ' 
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat ( 1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah, perlu diatur pedoman tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan clan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring clan Evaluasi Hibah clan 
Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo. 

Menimbang 

BUPATITEBO 
PROVINS! JAMBI 

PERATURAN BUPATI TEBO 

NOMOR J..f TAHUN 2015 

TENT ANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJA WABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP A TI TEBO , 



8 Peruturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Kcuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. I'eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Perneuintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 

!, 

Provinsi clan I Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

1· 
Lembaran Neg~ra Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Norn or 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah 
(Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S, 
Tarnbahan Lemlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
hulonesio Ta hun 2011 Nomor 430); Sebagaimana telah di ubah dengan 
i> ·1.11u1·:111 f\l(·nren Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
:\.llli1.1h,111 .\1as Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 

'·IJ J 1,· 11.111~·. Pcdornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
1 

· 111111' 1 ,l.1ri .\nggaran Pcridapatan da n Belanja Daerah(Berita 
·, :~11.1 !k;lul,/ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

13 PcraturJn Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2014 Nornor l); 

2011 tentang Pembentukan 
(Lembaran Negara Republik 
Tambahan Lembaran Negara 

6. Undang-Unda~g Nomor 12 Tahun 
Peraturan Perundang- Undangan 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang Undapg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahari Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Len1;baran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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11. l{c·11c,111.1 1,, 11.1 ,111 \11.~~· .• uan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
,l<1ku111,·11 11,·1,·11,. 11,1,111 ,l.111 pengcinggaran yang berisi program, kegiatan dan 

5. Anggaran Pend .. 11x1L:m dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah 
rencana keuangan tahunan pernerintahan daerah yang dibahas clan disetujui bersarna 
oleh pemerintah daerah dan DPf.D, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

! 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala 
satuan keria pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

Satuan Kerja Perigelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 

Tim Anggaran Perneri ntah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tirn yang 
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serra melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam 
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja d:m Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah 
rencana kerja clan anggaran badan pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum 
Dacrah. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo . 

2. Bupati Tebo 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat 
DPRD sebagai unsur penyeleriggara pemerintahan daerah. 

4. Keuangan Dae rah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penvelenpuaraun pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnx c1 scgala berituk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daera h terse but. 

Pasal 1 

:Bagian Fertama 
Pengertian 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

SERT A 
DAN 

PELAPORAN 
PEMBERIAN HIBAH 

1111; I \'\,;(;\I.\JGJAWABAN DAN 
\I\ )1\;IH1J<JNC DAN EVALUASI 
BANTUAN SOSIAL. 

l1f 1{:\TlJl-:AN 13UPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
111 I \I\S:\\J1\1\N DAN PENATAUSAHAAN, 

MEMUTUSKAN: 

-, - _) - 

6. 
~ 

~, 

7. 

8. 

9. 



(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. 

(2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, 
peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya; 

(3) Hi bah berupa jasa sebagaimana 'dirnaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan 
teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. 

Pasal 3 

l\uang lingkup Pcr.u urun Bupati iru rneliputi penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausuhuun, pel.rporun dan pertariggungjawaban serta monitoring dan evaluasi 
pernberian hibah cl:111 hantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tebo. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

\1, I,, ·.1\.,, ·· · 11 1, .,\1 l-.1 J.1di.111 at au peristiwa yang dupat menimbulkan potensi 

1,11.1,!11.1. , , 1 ,.,11 ;.,·.1.11 \dng Jitanggung oleh individu, keluarga, kelompok 
d.111 .11.1u 111.1 \ .11.11"11 ·.,·l,.1gc11 Jampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
lenornena alum dun bencana alarn yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial 
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Da~rah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah 
perjanjian hibah yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
antara pemerintah daerah dengan pcnerirna hibah. 

18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat 
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 
berperan serta dalam pernbangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk 

' organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
merupak an dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
rnerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pernberian uanglbarang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
pernerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan untuk menunjang pernyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pernerintah 
daerah kL·p;1cLt .nd ividu. k eluavga. kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak 
sl'L:11·;1 \.'111.~ 111e11LTL1s dun selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
\.,,·1111111.i•,l.•11.111 le':' ,,\111\.1 1·,·sil-.,• sosial. 
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Pasal 7 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagfimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a diberikan 
kepada satua n kerja dari kernenterian/lembaga pemerintah non kementerian yang 
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, 

(2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah 
kerjanya berada dalam daerah sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada 
KPUD dalam rangka Pernilukada, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer 
dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Distrik Militer dalam rangb ABRI 
Masuk Desa 

(3) Hibah kepadu pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b d ibe ri ku n kqic1cLt Daerah Pernekaran. 

a. perneri ntah: 

b. pernerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 

d. masyarakat; dan/atau 

e. organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Kabupaten Tebo , dalam memberikan hibah disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pernberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pernenuhan belanja urusan wajib. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana c:J:imaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang 
pencapaian sasaran program dan 1kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: 

a. peruntukarmya secara spesifik relah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap rahun anggaran, kecuali 
d1tl'ntuk,1n l.111· ,,kh pcr.u ur.m perundang-undangan; dun 

mc-m.n.rlu 11,·1·:-,.1r;1t.111 jl('ll('Jima hibah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB III 
HIBAH 

(1) Bantuan sosial sl:'hagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. 
(2) Bantuan susial hcrupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 

pe rulatan du n mcsi n, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya; 

Pasal 4 
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d. memiliki gedung/tempat yang berfungsi sebagai kantor. 

c. memiliki sekretariat tetap: dan 

b. berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintah Kabupaten Tebo ; 

a. telah terdaftar pada pcmerintah Kabupaten Tebo sekurang-kurangnya 3 tahun, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

i 

('.!1 ll1l,.1l1 I.,,. , ··1.:,,, .. ,·.1 J,111.1·.,ar:1k;.itan sebagaimana d i maksud dalam Pasal 6 ayat 
(SJ dil,L'I I k.111 ,lt-11;..'.;111 !lL'l~\ .i r.u a n: 

tahun kecuali kelornpok masyarakat berbentuk ') C. l\<'l'<'il.c'.lllll:,,111 j!11111111;il 
l.,·11,111111., ,11 

Pasal 8 
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan 

dengan persyarata n 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; 

b. lwrkl'lli:<lul,.111 .. :,1!.1111 v.i lavah adrninistrasi pernerintah daerah Kabupaten Tebo; 

e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari 
dan musik tradisional; 

f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian clan 
pengem bangan adat istiadat, 

(8) Hibah kepada organisasi kernasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e 
diberikan kepada organisasi kernasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Bidang pendid1bn, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai 
yang nwngel()lJ pelatihan keterampilan; 

c. Bidang kesehaian, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani 
bidang kesehatan; 

d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia kegiatan 
STQ!MTQ, Panitia Perayaan Jf esparawi; 

' 

(4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan kepada Badan Usaha \Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang 
diterima pemerintah daerah da:ri Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah 
milik Pemerintah Kabupaten Tebo . 

(6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan 
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, 
pendidikan, kesehatan, keagarnaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non 
profesional. 

(7) Hibah kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut: 

a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok 
pedagang k ak i lirna, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah 
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urusan pekerjaan umum, dilaksan~kan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo ; 

urusan perrnukiman, perumahan clan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Perkotaan 
Pertamanan dan DAMKAR Kabupaten Tebo ; 

e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tebo; 

f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan 
Pemberdayaan Percrnpuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo ; 

g. urusan sosial, keagarnaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh 
Bagian Administrasi Kesramas Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo; 

h. urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo; 

i. urusan perindustrian dan perdrgangan, koperasi dan usaha kecil menengah, 
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Tebo : 

SKPD terkait sclx1gai mu na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi: 

urusan pendidikan, kebudayaan, fariwisata, kepemudaan dan olah raga dilaksanakun 
oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pernuda dan Olahraga Kabupaten Tebo ; 

urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo ; 
' 

....--.-._ a . 

-.._., 

b. 
c. 

d. 

Pasal 10 

(2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. : 

(3) Bupati menunjuk SKPD ter~ait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l ). 

! 

( 4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan 
verifikasi yag berkaitan dengan : 

a. keterkaitan usulan kegiatan d;engan program Pemerintah Kabupaten Tebo ; 

b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan 

c. besarnya hibah yang diusulkan; 

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

(7) T APO rnern beri ka n pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) sesuai clcngan prioritas clan kernampuan keuangan daerah; 

, 11.1:,1111· .. 1·.1 
,., .. 1: 1111.111 d,1,·1c1h lainnva. perusahaan daerah, masyarakat dan 

· .1! .11,111 111,·11yJmpaikan usulan/proposal hibah secara tertulis 

J \ '111 t' r 1111 , I I 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Penganggaran 
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Pasal 13 

(1) Hibah berupa uang clianggarkan dalarn kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja 
hibah, obyek belanja hibah, objek/rincian obyek belanja hibah kepada: 

a. Pemerimah; 
b. Pemerintah daerah lainnya; 
c. Perusahaan daerah; 
d. [\ lasyarukut: clan 
e. Urgc1ni.":1s1 kernasvarakatan. 

(2) Hibah bcrupa b,ir .. 111g arau jasa clianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diforrnulasik.m k c dularn program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja 
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak 
ketiga/rnasyarakat, dan rincian obrek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak 
ketiga/masyarakat berkenaan pada S:KPD. 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan 
nama penerima dan besaran hibah. 

( 4) Bupati mencanturnkan daftar narna penerima, alamat penerima dan besaran hi bah. 

(1) Plafond Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Bupati tentang Pedoman 
Penyusunan R KA. 

(2) Hibah berupa uang dicanturnkar: dalam RKA-PPKD. 

(3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

(4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran hibah dalarn APBD sesuai peraturan perunclang­ 
undangan. 

Pasal 12 

.111.c:.i~.11.111: 1.11 1, .. · 1;•.1 11.1111'.· h.,rang. dan/atau jasa: 
,I, .. , .1 .111:·.i:,11.111 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), meliputi (:{) l\·11, .11111111 

(1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD clan pertimbangan TAPD rnenjadi dasar persetujuan 
Bup.ui. 

(2) l\·r,l·1u111.111 l',11p.11 ,l·h;1~>1im.111a dirnaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman 
1)\.1!,,11,i .111:·. :.11.111 I,, l.111j.1 l11h,tl1 dalarn rancangan KUA clan PPAS. 

Pasal 11 

j. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi clan Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ; 

k. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo; 

I. urusan pemberclayaan masyarakat clan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberclayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tebo; 

m. urusan perpustakaan, clilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan clan Arsip Kabupaten 
Tebo; 

n. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tebo; 
o. urusan peternakan, kelautan clan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan clan 

Peterriakan Kabupaten Tebo; 
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(1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD 
serelah SKPD terkait rnenyampaikan Surat/Nata permintaan penerbitan SPP dan SPM. 

Pasal 17 

(1) lh1p,1ti 11w11<·1.q1i,.111 ,l.1!1.11 11<.:nn1ma hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau 
jasa yang akun dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD clan Peraturan Bup9ti tentang Penjabaran APBD. 

(2) Format Keputusan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

(3) Daftar penerima hi bah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan hibah. 

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pernerintah Kabupaten Tebo kepada penenma 
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsung (LS). 

Pasal 16 

a. pemberi dan penerirna hibah: 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyalman/penyerahan hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Bupati dapat rnenunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. 
(4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud 

.iv.u n) unt uk hild1 lwrup:1 uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh 
l,L·11,1l;1 ~!,]·! 1 t cr] .. 11t ·.,·l:1ku 1wngguna anggaran/barang. 

(5) 1·,1rrn.11 ',!'! 11 l ·., h.1•) 11111.111., p.1LL1 Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh 
Bupati dan penerirna hibah. 

(2) NPHD sebagairnana dirnaksucl pada ayat (1) paling sedikit mernuat ketentuan 
rnengena1: 

Pasal 15 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Peiaksanaan anggaran hibah beru~a barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(5) Format daftar narna penerima, alamat penerima clan besaran hibah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalarn Lampi ran I Peraturan Bupati ini, sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 
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Pasal 22 

(1) Pertanggungjawab::m SKPD atas pernberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi: 

,I 11.il.1.1 1111,·.!•.11 . ,,.1• l ' 11,·11111 1 ltil,.,h ydng rnenyatakan bahwu hibah yang diterima akan 
,I 1.:'.1: 11.1 k.111 ·, .. 1 .. i. 1 · 111 "I 111 l., L .. n 

Pertanggungjavvaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi: 

a. usulan dari calon perier ima hibah kepada Bupati; 

h. l\l'J1llll!s;111 J;1,p.1ti t,'1,1.111,c; p,·1wtc11)an duftar penerima hibah uang; 

, . '\I' 111 l. 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis 
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 21 

Pasal 20 

(1) Penerirnu hibah lxrupa Udng menyarnpaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati 
rnelalui PPkl) dcngdn ternbusan SKPD terkait. 

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah 
I 

kepada Bupati melalui kepala SKPp terkait. 

(3) Format penggunaan hi bah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercanturn 
pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

Bagian Keernpat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Surat/Nora perrnintaan penerbitan SPP dan SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri: 

a) Nomor Rekening Bank penerima hibah; 
b) Pakta Integritas dari penerirna Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 
c) Kuitansi tanda terima; 
d) NPHD 

(3) Format Surat/Nora perrnintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tercariturn pada Larnpiran'V Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 
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(1) Pemerintah Daerah dapat rnemberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok 
masyarakar sesuai kemarnpuan keuangan daerah. 

Pasal 26 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB IV 

BAiNTUAN SOSIAL 

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi 
pemerintahan pada laporan realisasi ~nggaran clan cliungkapkan pada catatan atas laporan 
keuangan dalarn penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten. 

(1) Realisasi hibah d icanturnkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupateri Tebo 
dalarn tahun c1ngg,1ran berkenaan. 

(2) Hibah berupa lx1r,111g y:mg belum diserahkan kepada penerima hibah sampai clengan 
akhir ta hun ani~garan berkeriaan dilaporkan sebagai persediaan dalarn neraca. 

Pasal 25 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa 
hibah yang cliterima telah digunakan sesuai NPHD; 

c. bukti-bukti pengeluaran ya~g lengkap clan sah sesuai peraturan perundang­ 
unclangan bagi penerima hibah berupa uang. 

(3) Format Pernyataan Tanggungja';Vab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimaqa dirnaksud pacla ayat (2) huruf a clan huruf b 
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran 
berikutriya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perunclang-unclangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) clisimpan clan clipergunakan 
oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 24 

il.i I', 11<'11111., I .,: . I ,!11 I,,., 111k 11.ing bertanggungjawab secara formal clan material atas 
11L·11,ggu11,1,111 1111,.il. ! .111g clu c-ri m.mv». 

Pasal 23 

i 
(2) Format Bukti/Berira Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana climaksucl pada ayat 

(I) huru! d 1,'r( .111111111 p,lll:1 l.arnpiran VII Peraturan Bupati ini. 

a. usulan clari calon penerima hibah kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa; 

c. NPHD;clan 

cl. bukti serah ter irna barang/jasa.atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 
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a) selektif; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan: 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu 
dapat berkelanjutan; clan 

d) sesuai tujuan penggunaan; 

(2) Kriteria xc lck t i t scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa 
bantuan sosial k111y~1 dibcrikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk 
melindungi d.ui kcmungkinan resiko sosiai. 

(3) Kriteria pcrs, u r.n a n penerirna bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b meliputi: 

a. memiliki identitas yang jelas; dan 

b. berdomisili dalam wilayah adrq.nistratif pemerintahan daerah berkenaan; 

(1) Pemberian bantuan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) 
memenuhi kriteria: 

Pasal 29 

b. Yang ticlak clapat direnbnakan sebelumya, artinya dialokasikan untuk 
I 

kehutuhan akibat resiko ;wcial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang '.apabila ditunda penangannya akan menimbulkan 
resiko social yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang 
bersangkutan. 

.1 1.111,:. ,l11,·111:,11.1k.111 .1rt11:ya dialokasikan kepada indiviclu clan/ atau keluarga 
yang suduh jL·las nurna. alarnat penerima dan besarnya pada saat penyusunan 
APBD. 

·, 11111, k1·1,,1d~: individu dan/ atau kc luurua tcrdiri dari: J;,1111\1.111 ,;, • ii ·, 

Pasal 28 

Anggota/kelompok masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26(1) meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar 
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga non pernerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 
berperan untuk melindungi -individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 
kemungkinan terjaclinya resiko sosial adalah sebagai berikut: 

1) bidang pendiclikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara dan, 
sekolah luar biasa, 

2) bidang keagamaan, antara lain pesantren, 

3) bidang lai nnva antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar clan 
]1lll llS .~,·k, ,L1 ii 

Pasal 27 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas tjan manfaat untuk masyarakat. 

I· 
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i·I) I, 1111.11 .,·.111 ,·h.1.~.1im.rn:1 dirnaksud dularn Pusa] 29 ayat (6) huruf cl 
111,·1111'.1! .. 1: :1 1 111:· 1:1,·l,·111hag.1 untuk merijami n pcncrirnu barituan agar dapat 
111<·111c·111;J11 ,., !>111 I 111 ,l.1·.11 ludupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan 
sosial bag1 ur:rng misk i n y0ng sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa 
bantuan iuran BPJS 

(5) Penanggulangan kerniskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) 
huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 
keluarga, kelompok masyarakat ;1~ng tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 
pencaharian dan tidak dapat m~menuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, 
rneliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, 
dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha 
kelornpck/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin. 

(6) Penanggulangan bencana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi 
bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, 
korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi. 

Pasal 30 
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam (6) huruf a ditujukan untuk 
memulihkan clan mengernbangkan kemampuan seseorang yang mengalami clisfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan .fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian 
motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan clan pengasuhan 
orang tua jompo 
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b 
clitujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan 
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi 
hu kurn bagi orang miskin yang terkena masalah hukum. 

(3) Pernberdavaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (6) huruf 
c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami 
masalah sosial mcrnpunyai daya, sehingga mampu mernenuhi kebutuhan dasarnya, 
mcl i put i 1·,·111h,·ri.1n ·.ti111uLi11 modal. peralatan usaha, dan ternpat usaha bagi pedagang 
111.1k.111.111·11111,i1111.,:1 .11.1t1 111.1i11:111 a nuk t radisionul. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkela1!1-jutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d bahwa 
tujuan pernberiun bantuan sosial meliputi: 

a. rehabi lii asi sosial: 

b. per lindungun sosial ; 
c. pernbe n l.rvua n Sil.sial; 

d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; qan 

f. penanggulangan bencana. 

(4) Kriteria bersifat sementara clan tidak terus menerus sebagaimana climaksucl pada ayat 
(1) huruf c diartikan bahwa pernberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 
diberikan setiap tahun anggaran. 
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SKPD terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi: 

cl. u rus.m 1w11,l1dik.111 kt·hud:1,:1:111. pariwisata, kepemudaan clan olah raga clilaksanakan 
,ikh lli11.1·; l',·11,l1,l1L,11 l\,·IJ:1d.1:·'·1r; Pcrnuda clan Olahraga Kabupaten Tebo; 

IJ. uru- .. 111 L, ... ,.:111.,:1 .:' j .1k· .. 111:,l"111 ,,leh Di nas Kesehatan Kabupaten Tebo 

r 11111· .. 111 ['' I., .. , 1 , :11 ,Ii .1k·,.111,'k,111 oleh Dinas Pekcrjuan l1mum Kabupaten Tebo 

cl. u ru-.m :1,·111 . .i1.1111.,.1 11,·111111.il1.11, dun tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Perkotaan 
Perturnanan .lan U:rn1L.ir Kubupaten Tebo; 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana climaksucl pada 
ayat (5) sesuai clengan prioritas clan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 33 

(1) A11ggoL1 kclornpok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada 
Buput i 

(2) Format usulanproposal bantuan sosial sebagaimana climaksucl ayat (1) tercantum 
pada Lurnpirun ]\( Peraiuran Bupati ini. 

(3) Bupari menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tert ulis 
sebagaimana climaksucl pada axat (1). 

( 4) Kepala SKPD terkait dalarn melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan 
verifikasi yag berkaitan dengart : 

a) keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten; 

b) kelengkapan persyaratan a,dministrasi; clan 

c) besarnya bantuan sosial yang cliusulkan. 

(5) Kepala SKPD ter kait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran X 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 32 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagairnana climaksucl pada ayat ( 1) aclalah uang yang 
cliberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, 
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat 

I 
berat clan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

( 3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang 
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenclaraan operasional 
untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk 
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi 
kelompok masyarakat kurang marnpu. 

( 1 J buntuan susi~il ddp~1L bcrupu ua11g atau barang yang cliterima langsung oleh penerima 
bantuan sosial. 

Pasal 31 
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Pasal 36 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) 
dianggarbn dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, 
obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(1) Plafond Anggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Surat Eclaran Kepala Daerah 
tentang Pcdornan Penyusunan RKA. 

(2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 

(3) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan clalam RKA-SKPD. 

(4) RKA-PPKD clan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 35 

(1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD clan pertimbangan TAPD menjacli clasar persetujuan 
Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman 
plafond anggaran belanja bantuarr sosial dalam rancangan KUA dan PP AS. 

(3) Pencanturnan alok asi anggaran sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), meliputi 
anggaran b .. mtuu n sosial berupa uang atau barang. 

Pasal 34 

k. urux.rn b·1.,l1.111.,11 J•.111g.111. .Iiluksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
dan Ketah .. 111an Pangan Kabupaten Tebo; 

I. urusan pernberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 
I 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tebo; 

m. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan clan Arsip Kabupaten 
Tebo; 

n. urusan pertan ian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tebo; 

o. urusan peternakan, kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten Tebo; 

... ,l·L ! l '\ .u \.1' I 11 

e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tebo; 

f. urusan pemberdayaan perempuap dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo; 

g. urusan sosial. keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh 
Bagian Kesramas Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo 

h. urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transrmgrasi Kabupaten Tebo ; 

i. urusan pl'rirnlu~1 n;111 dan pcrdagangan, koperasi clan usaha kecil menengah, 
d ii.i k s .. 1n:1k.111 ,'1,·I: J lin.t~ l,()J1L'r.1si Perindustrian. Perdagangan dan Pengelolaan pasar 
l,.1hlJJ),ll<'ll I 1·!111 

J. l1r11· .. 11~ ,,,., · ,1,, 1· ,l.1<'1.11, .h l.iksana kan oleh Bagian Fknnomi clan Pembangunan 
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(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan 
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD. 

(2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan 
sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
kecuali barituan sosial kepada, individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak 
dapat direncanu kun sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu 
dan/atau kvlu,1rg,1 ,·,mg hersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang 
berw cnant; SL'rld rucndupat persetujuan Eupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 

(5) Pencairan bantuun sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung 
(LS). 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Pasal 39 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 
I 

Pasal 38 

IL!gian KetigJ 

I 'c·l,,k~.rnJan dan Penatausahaan 

(2) lo rm.n l.rn11)i1:111 I I'cr.n uran Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
I''' r.: t 111 .111 I\ 111 l. l ! . 1111. 

Bupati mencanturnkan daftar narna penerima, alamat penerima dan besaran 
bantuan sosial dalam lampiran I Peraturan Bupati ini tentang Penjabaran APBD, 
tidak terrnasuk barituan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak 
direnca na ka n. 

( 1 ) 

(3) Bantuan sosial berupa barang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 
dianggarkan dalarn kelornpok belanja langsung yang diforrnulasikan kedalarn program 
dan kegiatan, yang diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja 
bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat, dan rincian i obyek belanja bantuan sosial barang yang akan 
diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(4) Bupati mencantumkan daftar narna penerirna, alamat penerirna dan besaran bantuan 
sosial dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini, tidak termasuk bantuan sosial kepada 
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(5) Format Larnpiran XI Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Bupati ini temang Penjabaran APBD. 

Pasal 37 

a. i ndividu clan/atau keluarga; 

b. rnasyur.ikat; dan 

c. lcrnbaga non perner inrah. 
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(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapar direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 januari 
tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 43 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 
sosial kepada Bupati melalui kepafa SKPD terkait. 

(3) Format penggunaan bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini. 

( 1) I \·11L·r1111,1 11.111111., 11 "''"1,1 I i1L·ru11J uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan 
sosial kepadu Bup.u i melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 

Pasal 42 

Bagi,rn Keernpat 
I\· l.q1()r.111 dun Pertanggungjawaban 

Pengadaan barang clan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 30 ayat ( 1) berpcdornan pada peraturan perunclang-undangan. 

Pasal 41 

(4) Format Surat/Nora permintaan penerbitan SPP clan SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercanturn pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini. 

(3) Surat/Nora permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri : 

a. Pakta Integritas dari penenma bantuan sosial yang menyatakan bahwa 
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; 

b. Daftar nama penerirna bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) 
bulan. 

( 1) Pencairan Bantuan Sosial sebagairnana dimaksucl dalam Pasal 34 ayat ( 6) dilakukan 
oleh PPKD setelah SKPD' terkait menyampaikan Surat/Nata perrnintaan 
penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU. 

(2) Surat/Nora pcrrriintaan penerbitan SPP-LS clan SPM-LS sebagaimana dimaksud 
pada ay:11 (1) dil.impir i • 

a. Namur l{ckcning Barik penerima bantuan sosial; 

b. Pak ra I ntcgritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa ban tu an 
sosial yang diterima akan c;ligunakan sesuai usulan; 

c. Kuitansi tanda terirna; 

Pasal 40 

(6) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,­ 
(lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). 

(7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana 
climaksud pada ayat ( 4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan 
sosial. 
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1.11 l',q111.11 I', 111\.11.,,1 l.,11~'c'.llll,~J-1w~1b sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b 
It', , .1 111 1, 1 , 1 , . , I., · : 1 1 >1 , • 11 1 \ \ I '. -rat u ran Bu pat i in i. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggur.aan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang 
diterima tel ah d igunakan sesuai dengan usulan; clan 

c Ruk1i-huk1 i 1•1 J11~l·lu;1r;rn y~ing lengkap clan sah sesuai peraturan perunclang­ 
u11lL111_!',.111 h.1_l'.I I'' 11t·r1111.1 h.mt uan sosial berupa uang. 

( 1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal clan 
material atas penggunaan bantuan sosial yang cliterimanya. 

Pasal 47 

(2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terirna Barang/Jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) huruf c tercantum pada Larnpiran XIV Peraturan Bupati ini. 

(1) Pertanggungj:1w~1hJn perncrintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalarn bentuk 
barang mel iput i: 

a. Usulan cluri calo n penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang 
berwenang kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial; 
c. bukti serah terima barang atasl pemberian bantuan sosial berupa barang. 

Pasal 46 

Pasal 45 

(1) Pertangungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial clalam bemuk 
uang meliput i : 

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat 
keterangan dari pejabat yang tjerwenang kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial; 
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan 

sosial yang diterirna akan digunakan sesuai dengan usulan; clan 
d. bukti transfer/penyerahan uarr'g atas pemberian bantuan sosial berupa uang 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b clan huruf c 
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu clan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebclumnya. 

( l ) Ham uan sw,1:11 lwrupa u~ng dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada 
PPKD dalam tahun anggdran ber:kenaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial 
pada jenis belanja barang dan jas? dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 4t 

(2) l{d:;111itul.1·,1 "t·h.i";.1i111:111.1 dirn.rksud pada ayat (}) mernuat nama penenma, alamat 
d.111 h, .... 11 .,11 '1.1111 1.111 ~,"'i;il , .11:g diterirna oleh masing-masing individu clan/atau 
].; t ·Ill, 11 l'. I 

t> 
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Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 16.B Tahun 
2012 ten tang Tata Cara ?enganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, 
Pelaporan, Monitoring clan Evaluasi Pernberian Hibah clan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD Kabupaten Tebo dicabut clan dinyatakan ticlak berlaku. 

Pasal 52 

BAB VI 
KETENJTUAN PERALIHAN 

Dalarn hal hasi l monitoring clan evaluasi sebagaimana climaksucl clalam Pasal 40 ayat (2) 
tcrdapai penggu11c1an hibah at au banruan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah 
disetujui, pencrima h ibuh arau hantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai 
dengan perat urun pcrundarig-undangan. 

Pasal 51 

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan. 

(2) 

(1) SKPD terkait melakukan monitoring clan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan 
sosial. 

Pasal 50 

BABV 
MONIT0RING DAN EVALUASI 

ii, .111·,.1·.1 h.1111 .. I ,, 1111'·' h,11,111g dikoriversikan sesuai st andar akuntansi pemerintah 
11,1cl,1 !,q1ur,111 1, .,11,., 1 .,11,~.~-11.111 ,l,111 diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan 
clalam penyusu1~c111 laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tebo. 

Pasal 49 

(2) Ba ntuan sosiul l-wn1pa harang vang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial 
s:1rn11:11 d,·11_'.'.,111 ,1" 1111 1.1ln111 ;111.~gara11 berkeriaan dilapor kan sebagai persediaan dalam 

( 1) Realisasi banruan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah 
dalam tahun anggar:m berkenaan. 

Pasal 48 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a clan huruf b 
disarnpaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan [anuari tahun 
anggaran berikutrrya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan 
oleh penerima barituan sosial selaku obyek pemeriksaan. 
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1·.1 1,11 \ 11 \I I '! I , I I'\ 11 '\ 11 !3() T.\HLTN 2015 NO\i()I{ !f 

'\ ( )l \ 1: '' I I I • I I; I l 11 

·' 

J r' 
I./-:. 

Diundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 3 - i - 7.01 r; 
SEKRETARIS D.'\E:RA H KABUPATEN TEBO, 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pad a tanggal 3 · '2 - ZO 1 ~ 

BUPATI TEBO, 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
u 

ini dengan penempatannya dalarn Berjta Daerah. 

Peraturan Bupai i ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 53 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pemohon 
(Kepala Ormas / LSM / Perorangan) 

Hormat kami, 

I ,, · ... 1 111 I"· 1 111, .h: .na n kami, alas perkerian dan ban tuan 
J{.111., ,: .. ,•l .. 111 1ni111a k asih. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya 
bcrk<·11,111 1111tuk d apa t membantu kami dalam bentuk pemberian 
h1h,1!1 . . Sebagai bahan 
J)t'Ili111l>.111•·111 H.1p,1k, terlampir kami sarnpaikan proposal 
Jl1 1111,,11,,11 1: l11li;i!1 clirua k sud. 

d ..... ·································································································· 
.. dst 

C . 

b . 

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: 
a . 

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota/Kota/Desa . 
di wilayah Kab upaterr/Ko ta , dan dalam rangka menunjang 
kegiatan lembaga/ Organiaasi y Pemerin tah , 
kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk 
hi bah berupa , sehingga pelaksanaan 
tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan 
aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan di daerah. 

Tempat 
Di 

BUPATI . 

Kepada Yth. Nomor: 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan Hibah 

............... , ················· 200 ... 

KOP ORGANISASI/LEMBAGA 

USULAN' /PROPOSAL HIBAH 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : '3 - i..-- 2015 

, LAMPIRAN I 
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LAMPIRAI'{ PENUNJANG 

1rn1~ I. l'ENDAHULUAN 

11..·\I\ 11. I\ENCANA PEMANFAATAN HIBAH 

I'. \11, Ill \VAl~TU DAN LOKASI HIBAH 

l~/\J5 VI .. JENl.S HIBAH YANG DIUSULKAN 

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH 

BAB VII. PENUTUP 
I· 

SlISTEMA TIKA 
PROPOSAL' PERMOHONAN HIBAH 
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KEPALA SKPD , 

I NO NAMA CALON URAIAN JUMLAH BESARAN / NI LAI 
PENERIMA HIBAH US ULAN HIBAH YANG 

DISETUJUI 
1 2 3 4 5 

1. )T ______ . - ----- 

-· . . --· ., .·, I - --- 

I. ( I~; I - .. 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH 
DALAM BENTUK UANG 

CONTOH FORMAT 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR 4 TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 _ 'Z.., 2015 

LAMPIRAN II.A 
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KEPALA SKPD , 

.. 

N NAMA CALON 
la JUMLAH REKOMENDASI ,. 

0 PENERIMA HIBAH URAI~IN USULAN UNIT JML JML Rp. 
r UNIT 

1 2 3 4 5 6 
1 
2 

i 3 I I 4 

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH 
DALAM BENTUK BARANG 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR : l-f TAHUN 2015 
TANGGAL : 3. 1- 2015 

LAMPIRAN 11.B 
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(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang 
ditetapkan. 

Pasal2 

:. , 11,.111.1 uuuuk sud pada ayat (I) dipergunakan untuk I . 'I I l I I 1. ii , 

......................... ru pia h) I . 
Rp . LI: 111.~ 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) PIHAK PERTAMA rne m be rikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa 

yang selanjutnya disebut PIHAK Kota/Kota 
KEDUA. 

Yang bertindak untuk dan atas nama 
............................ (sekolah) 
.............................. Desa/ Kelurahan Kecamatan 

Alamat 

Jabatan dalam Organisasi: : . 

No KTP 

Nama 

Unit Kerja . 
Yang be rt i nrla k untuk dan atas nama BUPATI yang selanjutnya 
disebut Pl HA!-.: PERTAMA. 

.Jabatan 

Pangkat 

NIP 

Nama 

Pada hari ini , tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bu Ian 
.................... tahun yang bertanda tangan di bawah ini: 

NASKAH PERJAN,JIAN HIBAH DAERAH (NPHD) 
DALA!M BENTUK UANG 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR 4 TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 - 'l.., 2015 

LAMPIRAN III.A 



(Narna Pemberi Hibah) (Nama Penerirna Hibah) 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 
pertarna dan kedua masing-rnasing bermaterai cukup sehingga mempunyai 
kekuatan hukum sama. 

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam 
Addendum. 

Pasal 5 

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK 
KEDUA, tidak/belum rnernenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(2) PIHAK PERT AMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan 
hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang clisampaikan 
kepada I) 11-1\ K K l·J) U .A 

(3) PIHAK PEl~TAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh 
persyar;1Lan du n kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh 

PIHAK I~ ED ll.'\ clan menyatakan lengkap dan benar. 

Pasal 4 

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program clan kegiatan 
yang didanai dari hibah y?ng telah disetujui PIHAK PERTAMA clengan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. 

(2) Melaksanakan pengadaan barang clan jasa sesuai clengan ketentuan perunclang­ 
unclangan yang berlaku. 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat clan menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 3 

1'111 \I\ I I I 11 , , 1, 1.1 111t·11er1ma dana hibah duri Pill:\!...: PERTAMA, segera 
111L·l,1k,<111.11"1:1 1 ·'.'.1.1L111 ·"·~u,11 ketentuan perunclang-unclangan yang berlaku. 

(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK 
PERTAMA, clengan clilampiri: 
a. Naskah Pcrjanjian Hibah Daerah; 

b. Fora cory Rekening yang masih aktif clan 
c. \111.11 I ',·11n ,1L1J11 TJ11ggur.g [awab yang menvatakan bahwa hibah yang 

lii1,·111:1-1 .1\., ·1 ,li11,·1 !'t111.1k.111 sesuai clengan pcruntukkunnva. 

- 26 - 



sebesar nilai dengan :. :11111!.1!1 unit l1:1J':11i'.' 

(I) PIHAK PERT AMA rncmber ikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa 

Pasal 1 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

yang selanjutnya disebut PIHAK Kota/Kota 
KEDUA, 

Yang bertindak untuk dan atas nama 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sekolah) 
............................... Desa/ Kelurahan Kecamatan 

Alamat : 

Jabatan dalam Organisasi: 

No KTP : 

Nam a 

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI ..... yang selanjutnya 
disebut PlHAK PERTAMA. 

Unit Kerja : 

Jabatan : 

Pangkat : 

NIP 

Nama 

Pada hari ini , tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan 
.................... tahun yang bertanda tangan di bawah ini: 

NASKAH PERJAN1JIAN HIBAH DAERAH (NPHD) 
DALAM BENTUK BARANG/JASA 

CONTOH FORMAT 

PERA TURAN BUPATI TEBO 
NOMOR 4 TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 - 2 - 2015 

LAMPIRAN 111.B 
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(Nama Pemberi Hibah) (Narna Pe nerima Hibah) 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 

(2) Hal-h al lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih 
lanjut dalam Addendum. 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), 
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga 
mempunyai kekuatan hukum sama. 

Pasal4 

dengan peruntukkan. 
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas 

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 

se suai (1) Pihak l(~UUt\ waj.b mcnggunakan barang yang diterima 

Pasal 3 

(1) Pihak PERT! MA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam 
kondisi keadr.an baik. 

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan 
bc ritu ;1C:11·:1 ~.(:1-:1h tcrirna barang. 

(1) f>t·11,n:1h:111 i:,:11:111g sch:1gaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah 
f )( · 11. 11 l( I. 11; 111 '.' ·I' I NI' 111 ) i 111 

Pasal 2 

( ··········································· ····································· 
............ rupiah) 

(2) Hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan untuk 

- 28 - 



Ditetapkan di: . 

pad a tanggal . 

BUPATI TEBO, 

KETIGA 

KESA TU Menetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang 
untuk Tah un Anggaran sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Keputusan ini. 
Menetapkan daftar penerima hibah berupa barang/jasa untuk 
Tah un Anggaran........ se bagaimana tercan tum dalam 
Lampiran II Keputusan ini. 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KEDUA 

MEMUTUSKAN : 

J>n;1IL1rn11 Bupati Tebo Nomor .... Tahun tentang 
l'<·111,1IJ:1r;111 APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran ; 
1'1·1:11111·;:11 Bupati Tebo tentang T8tc1 Cara Penganggaran, 
l'1 l.1k·.;111.1;rn dan Penatausahaan, Pertanggungjavvaban 

I I: 111 I \·LI por an serta Monitoring dan Evaluasi Hi bah dan 
Ban tuan Sosial. 

1. Peraturan Daerah Kabuaten Tebo Nomor ... Tahun ..... 
1 <·11 tang APBD Ka bu paten Tebo Tahun Anggaran ; 

Mengingat 

0 
b 

c1. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan 
tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta 
jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada 
penerima hibah di Kabuaten Tebo; 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Tebo. 

Menimban 

KEPUTUSAN BUPATI TEBO 
NOMOR TAHUN . 

TENTANG 
DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU 

BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .. 
BUPATI TEBO, 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR '1 TAHUN 2015 
TANGGAL : 1 ~ t , 2015 

LAMPIRAN IV 
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BUPATI TEBO, 

PENERIMA HIBAH ALAMA T PENERIMA JUMLAH (Rp) 
NO 

1 2 3 4 
---·---· - -- 

1. _=r 
- -~ - - 

2. 

I 
3. 

4. 

I 
dst 

DAFT AR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA 

KEPUTUSAN BUPATI TEBO. 
NOMOR : '1 TAHUN 2015 
TANGGAL : ? - 7.. , 2015 

LAMPIRAN I 
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BUPATI TEBO, 

JUMLAH 
' NILAI BARANG 

NO PENERIMA HIBAH BARANG 
(Rp.) 

(UNIT) 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

dst 

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN 

NIL AI YANG DITERIMA 

KEPUTUSAN BUPATI TEBO. 
NOMOR 11 TAHUN 2015 
TANGGAL : '3 -1- , 2015 

LAMPIRAN II 

- 3 I - 



Kepala SKPD . 

Demikian uru.uk muklum, 

y:rng ber laku. 

Lampi run sebagairnana tersebut diatas telah diteliti clan sesuai dengan ketentuan 

4. K witansi tanda terima. 

2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah; 

3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD; 

1. NPHD; 

Bersama ini kami sampaikan perrnintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah 
Rp.......................... (..................................... rupiah) yang diperuntukkan kepada 
Lembaga!Y ayasan/Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. yang disertai dengan lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut: 

........................ 

Di- ', I ' \ I I I I ' I I I 

:--;jl,11 

\°<llllClr ........ , 20 . 
Kepada Yt h. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1 .• 11111)1 r.111 : 

l',·rili.il I'< 11111:11 l, l't·11t'1·h1t.111 SPP dan 

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR '1 TAHUN 2015 
TANGGAL : ~ - 2. ~ 2015 

LAMPIRAN V 

- 32 - 



Hormat kami, 
Penerima Hibah, 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 

1 2 3 4 
I 

I 
·- ---~~-- 

1. Pencerakan Daftar Pernilih 

2. Pengadaan Kotak Suara 

3. Honorarium 

4. Dst 

TOTAL 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN . 

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan 
peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut: 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 
Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah 
Rp . 
( . 
............ rupiah) 

...................... 
Di 

BU PA TI ......... 

Kepada Yth. Nomor: 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Perihal : Laporan Penggunaan 

Dana Hibah 

"""""'''''} """"""""' 200 ... 

CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGC~UNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA 

OLEH . 

TRIWULAN: TA . 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR "l TAHUN 2015 
TANGGAL : ? - 2. - 2015 

LAMPIRAN VI.A 

.,., - .) .) - 



Penerima Hibah, 

Hormat kami, 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan 
peruntukkannya. 

Ber sarna ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 
Penggunaan Hi bah sebanyak ... . . . . . . . . .. unit dengan nilai 
Rp . 
( ·························································································· . 
......... .. . rupiah) 

.......................... 
Di 

BUPATI. . 

Kepada Yth. Nomor: 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Perihal : Laporan Penggunaan 

Dana Hibah 

............... , 200 . 

CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG 

DITERIMA OLEH . 

TAHUN ANGGARAN . 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR Li TAHUN 2015 
TANGGAL : ; ~ '2.., 2015 

LAMPI RAN VI. B 

- 34 - 



( ) ( ) 

PIHAK KEDUA 
KETUA 

LEMBAGA/ORGANISASI/ ANGGO 
TA MASYARAKAT . 

PIHAK PERTAMA 
BUPATI. / 

PEJABAT YANG MEWAKILI 

Demikian Serita Acara mi dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit 
dengan nilai sebesar Rp . 
(... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . ... . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... rupiah) untuk dihibahkan 
kepada PIHAK KEDUA. 

2. Ketua Lembaga/Organisasi/ Anggota 
Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

1 BUPATI. /Pejabat yang ditunjuk yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

Pada hari....... tanggal....... bulan....... tahun , bertempat di . 
berdasarkan NHPD Nomor . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . dan 
Keputusan Bupati . . . . . . . Nomor............ tanggal...... . . ten tang 
hi bah barang/ jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

N<,111or: . 

I :1 :1,1 J .\ /\l',HU\ ~ERAH TERI MA BARANC/JASA 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 , t: , 2015 

LAMPIRAN VII 

- 3 .5 - 



Tempat, tanggal. . 
Penerima hi bah . 

Dern ik i.m su1,i! pcrnvataan ini dibuat dengan sebenarnya. ,,.--- -. 

penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan 

penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

atas bertanggungjawab menyatakan Organisasi/ Lembaga , 

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan 

Nomor: . 

CONTOH FORMAT 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

PENGGUNAAN HIBAH UANG 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 - 1. ~ 2015 

LAMPIRAN VIII 

- 36 - 



Perno hon 
(Kepala Kelompok/Anggota 

Masyarakat) 

Hormat kami, 

IJt-1111 k Id 11 pcrmohorian karni, atas perkenan dan ban tu an 
Bapak diucapkan terima kasih. 

~< l..: ·:11 IJ:111;111 pertimbangan Bapak, secara lengkap kami 
l:11111>11 l;.111 11·,11i1,~,:1I k1·.r~iatan dimaksud. 

,J um J, 1!: f-;;) .. 

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai 
berikut : 
a. 
b. 
c. 

Sehubungan dengan adanya kegiatan 
....................................... , kami (Kelompok/ Anggota 
Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan 
bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan 
ban tu an biaya sebesar Rp . 
( . 
........... rupiah). 

...... ······ · . 
Di 

BUPATI. . 

Kepada Yth. Nomor: 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan Bantuan 

Sosial 

............... , 200 . 

KOP ORGANISASI/LEMBAGA 

US ULAN/ PRO!POSAL BANTU AN SOSIAL 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR Lt TAHUN 2015 
TANGGAL : 1 · i - 2015 

LAMPIRAN IX 

- 3 7 - 



LAMPIRAN PENUNJANG 

BAB VII. PENUTUP 

BAB VI. PE MBIA Y AAN 

BAB V. TIM/KEPANITIAAN 

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

BAB II. RENCANA KEGIATAN 

BAB!. PENDAHULUAN 

SISTEMATIKA 
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL 

- 3 8 - 



KEPALA SKPD , 

f 

-- 
NAMA CALON BESARAN / NI LAI 

NO PENERIMA URAi AN US ULAN JUMLAH BANSOS YANG 

! 
BANSOS DISETUJUI 

1 I 2 3 4 5 T----~---- - - - . ---- - 

I 
- 

HASIL EVALUASI ATAS U~ULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL 
DALAM BENTUK UANG 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN B.UPATI TEBO. 
NOMOR L.1 TAHUN 2015 
TANGGAL : 1 - 1. - 2015 

LAMPIRAN X.A 

- 39 - 



( ) 

KEPALA SKPD , 

NAMA CALON I JUMLAH REKOMENDASI 
NO PENERIMA BANSOS URAI:AN USULAN UNIT JML JML Rp. i UNIT 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 

~3. 
4. 

-· 

BASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL 
DALAM BENTUK BARANG 

CONTOH FORMAT 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR : ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 - 2. - 2015 

LAMPIRAN X.B 

- 41) - 



\knl'Lapbn Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk 
Tahun Anggaran........... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Keputusan Bupati .ini. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di: . 
pada tanggal .. 
BUPATI.. , 

\], 1 ,·1.111b11 l r.ilt ar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk 
I .1:· 111 \11!~.~-11,111 ......... sebagaimana rercantum clalam Lampiran I 

I\ \ , 1 ; 1 11 · .111 I\ u 11, 11 1 in i. 

1. Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor ... Tahun ..... tentang 
APBD Kabupaten Tahun Anggaran ....... ; 

2. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran 
APBD Ka bu paten Tahun Anggaran ; 

3. Peraturan Bupati..... ... tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring clan Evaluasi Hibah clan Bantuan Sosial. 

MEMUTUSKAN 

a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan 
daftar penerirna bantuan sosial beserta jumlah uang clan barang yang 
diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Tebo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Tebo. 

KETIGA 

KEDUA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

DAFT.I\!~ PLNr:RIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU 
BAR.ANG TAHUN ANGGARAN . 

BUPATI TEBO, 

TAHUN NOMOR 
KEPUTUSAN BUP AT TEBO 

C@NTOH FORMAT 

PERA TURAN BUP A TI TEBO. 
NOMOR 4 TAHUN 2015 
TANGGAL : 1 - -i - 2015 

LAMPIRAN XI 

- 41 - 



,,--.,. 

BUPATI , 

PENERIMA I ;ALAMAT PENERIMA JUMLAH 
NO 

BANTUAN SOSIAL (Rp) 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

dst I I 

DAFT AR PENERIMA BANTU AN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA 

KEPUTUSAN BUPATI TEBO. 
NOMOR : lf TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 · z . 2015 

LAMPIRAN I 

- 42 - 



BUPATI TEBO, 

JUMLAH 
PENERIMA BANTUAN, NILAI BARANG 

NO BARANG 
SOSIAL (Rp.) 

(UNIT) 
---- -- --- ---~- ---- ... 

I 
1 2 3 4 

I I. 

) . ·~ . 

J. 
I 

------- 

4. 

5. 

dst 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH 

DAN NIEAI YANG DITERIMA 

KEPUTUSAN BUPATI TEBO. 
NOMOR 4 TAHUN 2015 
TANGGAL : ; - ~ - 2015 

LAMPIRAN II 

- 43 - 



Kepala SKPD . 

Demikian untuk maklum, 

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Kwitansi tanda terima. 

3. Pak ta imegrit.1s dJr1 pcncrima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima 

akan digunakan sesuai usulan; 

Bersama ini kum i sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos 
scjurnluh Rp.. (. rupiah) yang diperuntukkan 
kl'11dd;1 Or.~:11rn;1~1 \J;1'.,vdrJkc1t yang disertai dengan lampiran yang 
m.-rup.rkan h~1:•.1.111, ;1111· 1 id.rk urpis.rhkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut: 

.................... 
Di- 

Permintaan Penerbitan SPP-LS dan 
SPM-LS Bansos. 

............... , 20 . 
Kepada Yth. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Nomor 
Si fat 
Lampiran: 
Perihal 

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP- LS DAN SPM - LS 

CdNTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : '3 - ~ - 2015 

LAMPIRAN XII.A 

- 44 - 



Kepala SKPD . 

Demikian untuk maklum, 

Bersama ini karni sarnpaikan perrnintaan penerbitan SPP-TU clan SPM-TU Bansos 
sejumlah Rp................................ (..................................... rupiah) untuk kebutuhan 
bulan.......... yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar 
terlarnpir) yang disertai clengan larnpiran Pakta integritas dari penerima Bansos yang 
menyatakan bahwa bansos yang diterirna akan cligunakan sesuai usulan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini. 

............... 

Di- 
Permintaan Penerbitan SPP-TU clan 

SPM-TU Bansos. 

............... , 20 . 
Kepada Yth. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Nomor 
Si fat 
Larnpiran : 
Perihal 

SURA T/NOTA PERMINTAAlN PENERBIT AN SPP - TU DAN SPM - TU 

CONTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ~ TAHUN 2015 
TANGGAL : ; - ;i - 2015 

LAMPIRAN XII.B 

- 45 - 



Penerima Bantuan Sosial, 

Hormat kami, 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 

NO PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN 
1 2 3 4 

1. Makan da n Minum anggota 
pan ti jompo -~ 

2. Pengadaan Perabot Panti Jompo 
------- 

3. Pemeliharaan Rumah Pan ti 
Jompo 

4. Dst 

TOTAL 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BAN SOS TRIWULAN . 

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan se suai 
dengan pen .. mtukkannya dengan rincian sebagai berikut : 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan 
Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan . . . . . . sejumlah 
Rp , 

.......................... 
Di 

BUAPTI.. .. 

Kepada Yth. Nomor: 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Perihal : Laporan Penggunaan 

Dana Bantuan Sosial 

............... , 200 . 

L1\l>t)J,U\N I 'L>H ,1 :,l lN;\/\N IJ/\NA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG 

DITER!Mf\ OLEH .. 

TRJWULAN: TA . 

CONTOH FORMAT 

LAMPIRAN XIII..i: PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR l-1 TAHUN 2015 
TANGGAL: 3-~- 2015 

- 46 - 



Penerima Bantuan Sosial, 

Hormat kami, 

Demikian disarnpaikan untuk menjadi maklum. 

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai 
dengan perun tukkannya. 

Bersama ini kami sampaikan kepada Ba pak Bupati Laporan 
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan 
nilai Rp . 
( rupiah) 

......................... 
Di 

BUPATJ. . 

Kepada Yth. Nornor : 
Lamp. 1 (satu) berkas 
Perihal : L2por:111 Pc11ggu11c1c111 

D<111c1 B:rntu;111 Sosial 

............... , 200 . 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 

YANG DITERIMA OLEH . 

TAHUN ANGGARAN . 

CONTOH FORMAT 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR ti TAHUN 2015 
TANGGAL: 3~z r 201E 

LAMPIRAN XIII.B 

- 47 - 



PIHAK KEDUA 
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA 

MASYARAKAT . 

PIHAK PERTAMA 
BUPATL ..... / 

PEJABAT YANG MEWAKILI 

Demikian Berita Acara im dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

PIH AK PERT AMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai 
sebesar Rp ( rupiah) diserahkan 
kepada P1HAK KEDUA. 

2. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . . Ketua Kelompok/ Anggota Masyarakat 
............................. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

1. .. BUPATI.. /Pejabat yang ditunjuk yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

Pada hari....... tanggal.. ..... bulan.... tahun , bertempat di ......... 
berdasarkan Keputusan BUPATI Nomor. tanggal. ..... tentang 
Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nomor: . 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG 

CONTOH FORMAT 

PERA TURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR '1 TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 · J ~ 2015 

LAMPIRAN XIV 

- 48 - 



Penerima Bantuan Sosial 

Tempat, tanggal 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku 

Pim pin an Kelompok/ Anggota Masyarakat , menyatakan 

bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai 

Keputusan BUPATl dan membuktikan penggunaan dana tersebut 

sesuai derigan peruntukannya. 

Nomor: . 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL 

CdNTOH FORMAT 

PERATURAN BUPATI TEBO. 
NOMOR L( TAHUN 2015 
TANGGAL : 3 - ~ - 2015 

LAMPIRAN XV 

- 49 - 


